BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ke 4 sebab itu zakat
hukumnya wajib bagi seluruh umat Muslim. Pada masa kini sudah banyak
sekali jenis jenis zakat yang sudah dikontenporerkan sehingga untuk

pembagian zakat sudah jelas sekali asuk zakat Profesi yang merupakan

penghasilan yang diperoleh "da erjaan bebas lainya masih sering

ditanyakan oleh umat Islam Indonesia. Bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama
Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum zakat
penghasilan tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-

pihak yang memperlukanya”.1

! http://mui.or.id diakses pada hari Selasa, 02 Desember 2020.


http://mui.or.id/

Ketentuan umum dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan “penghasilan”
adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah jasa, dan lain-lain yang
diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau
karyawan, maupun yang tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan
sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainya.
Semua bentuk penghasilan halal ini wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat
telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Jika tidak

mencapai nishab, maka semua penpghasilan dikumpulkan selama satu tahun,

o ensamaratakan
/.“- yai penghasilan

besar rmengeluarkan zakatnya gar®dengan nishab dengan yang telah

ditentukan.*

2 Yusuf al-Qardhawi, Manajemen Zakat Kontemporer, terj. Fajar Sidiq (Tulungsari:
Media Insani Press, 2004), 60.

® Ibrahim Yasin al-Syaikh, Kitab Zakat: Hukum, Tata Cara dan Sejarah, terj. Ahmad
Hidayah (Bandung: Penerbit Marja, 2008), 54.

* Hamid Ath-Thahir Ahmad, Figih Sunnah untuk Anak-anak, terj. Akbar Fauzi (Jakarta:
Nawaitu Pustaka, 2007), 73.



Dalam skripsi ini membandingkan zakat profesi dalam perspektif
perbandingan fikih, tentang zakat profesi karena penulis tertarik dengan
pandangan ulama kontemporer yang mengeluarkan pemikiran-pemikiran asal-
muasal zakat profesi. Oleh karena itu penulis ingin membandingkan pandangan
antara MUl dan Yusuf Qardhawi dengan menggunakan metodologi
perbandingan dengan dalil-dalil yang sudah ada. Kedudukan MUI (Majelis
Ulama Indonesia) yang kedudukanya sebagai lembaga Islam paling tinggi di
Indonesia apakah sesuai dengan pe if Fikih yang merupakan dasar hukum

i embandingkanya kami

dalam perspektif perbandinga akat Profesi menurut Fikih yang

dibandingkan antara Majelis Ulama Indonesia dengan Yusuf Qardhawi
yang ijtihadnya tentang zakat profesi digunakan sampai sekarang.
b. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data—data dan informasi
serta perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha



menghitung atau mengkuantitatifkan data kualitatif yang telah diperoleh
dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.
c. Jenis Masalah
Jenis Masalah dalam skripsi ini adalah perbandingan Zakat Profesi
menurut Perspektif Fikih apakah zakat profesi ada perbedaan atau
persamaan didalamnya.
2. Pembatasan Masalah

Mengingat sangat luasnya pémmnasalahan dalam penelitian ini, penulis

dangan Yusuf

3) Untuk mengetahui Persamaan™dan Perbedaan Zakat Profesi Menurut
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Yusuf Qardhawi.

D. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis untuk menambah
dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara teoritis tentang Figh Zakat



Profesi: Studi Perbandingan Zakat Profesi antara Pandangan Majelis Ulama
Indonesia (MUI) dengan Yusuf Qardhawi.
2. Kegunaan Akademik
Penelitian ini sebagai perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi di
IAIN Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,
khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sebagai sumbangan pemikiran
bagi pengembangan llmu Pengetahuan maupun bahan kerja institusi dan

dijadikan sebagai referensibagigpeneliti berikutnya yang terkait untuk

ahuan dan dapat

digunakan sebagai refere elakukan penelitian selanjutnya.
b. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Dharma Perguruan

Tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan
kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada dibidang Ekonomi

Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (HES).



F. Penelitian Terdahulu
Penelitian mengenai zakat profesi telah dilakukan oleh peneliti
sebelumnya. Sangat penting untuk mencantumkan penelitian terdahulu agar
dapat membedakan substansi dari penelitian ini, penelitian terdahulu sangat
perlu untuk disajikan karena disinilah letak perputaran ilmu pengetahuan.
Adapun penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain sebagai
berikut:
1. M. Idil Ghufron dalam “Pene
Alternatif dalam

n Zakat atas Konsep Pajak (sebagai

zakat profesi,

tentang konsep

persamaan dan perbedaan zaka
2. M. Airul Ibad

Penelitian skripsi olenh M. Ariful lbad dengan judul “Persepsi Dosen
UIN Malang tentang Zakat Profesi di Kalangan Dosen Pegawai Negeri Sipil
(PNS)”. Dalam penelitianya M. Ariful Ibad memfokuskan pada persepsi

> M. Idil Ghufron, “Penerapan Zakat atas Konsep Pajak (sebagai Alternatif dalam
Mendistribusikan Keuangan Negara untuk Rakyat)”, Skripsi (Malang: Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015).



dosen UIN MALIKI tentang zakat profesi dan sasaran zakat profesi. Hasil
dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa, 82,67% Dosen UIN Maliki
Malang setuju dengan diadakanya zakat profesi dikalangan dosen. Ada dua
cara dalam menunaikan zakat profesi yaitu, dipotong langsung oleh
bendahara (34,67%) dan 56% sepakat dengan gaji diterima terlebih dahulu
baru kemudian dikeluarkan zakatnya.®

Skripsi yang berjudul Persepsi Dosen UIN Malang tentang Zakat
Profesi di Kalangan Dosen Pegaw

Negeri Sipil (PNS) dilihat dari temanya
IpZakat Profesi. Namun yang

kesehatan dengan berobat, operasr@an rawat inap gratis, social meliputi aksi

tanggap bencana, santunan anak yatim dan janda dan bidang ekonomi

® M. Airul Ibad, “Persepsi Dosen UIN Malang tentang Zakat Profesi di Kalangan Dosen
Pegawai Negeri Sipil (PNS)” Skripsi, (Malang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).



dengan pengembangan ekonomi, terakhir keagamaan dengan dakwah dan
pengajian umum.’

Skripsi ini berisi tentang bagaimana strategi pengumpulan dan
menyalurkan zakat profesi. dengan konsep tentang zakat profesi yang sama,
namun pembeda skripsi disini antara Perbandingan konsep zakat profesi
antara Yusuf Qardhawi dengan Fatwa MUI No. 3 tahun 2003. Yang
membedakan penulis tidak membahas strategi pengumpulan Zakat Profesi
serta pendistribusiannya.

. M. Hamrozi

8 atau Library

Research.

Sistem yang dipergunakan‘dalam pengeluaran zakatnya adalah dengan
mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkalikali dalam waktu
tertentu sampai mencapai nisab (85 gr emas) (al Qardawi, 1973: 484). Hal

ini dapat ditemukan pada kasus nishab pertambangan, di mana ulama-ulama

" Roudhotul Jannah, “Strategi pengelolaan Zakat Profesi (Studi Kasus di Yayasan Ash—
Shofwah Kota Magelang)”, Skripsi: (Jakarta: fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah, 2015), 23.

& M. Hamrozi, “Implementasi Zakat Profesi di Universitas Muhammadiyah Malang UM”,
Skripsi, ( Malang: Universitas Muhammadiyah, 2013), 22.



figh berpendapat hasil yang diperoleh dari waktu ke waktu yang tidak
pernah terputus di tengah akan melengkapi untuk mencapai nishab. Maka
dari itu, dapat ditentukan bahwa satu tahun merupakan suatu kesatuan,
menurut pandangan syari’at dan menurut pandangan ahli perpajakan. Oleh
karenanya, ketentuan setahun diberlakukan dalam zakat. Maka zakat
penghasilan bersih dari seorang pegawai dan golongan profesi dapat diambil
dari dalam setahun penuh jika pendapatan tersebut sudah mencapai nishab.
. Siti Rohana
Skripsi “Tata

MUI tentang zakat profesl, Ne yang membandingkan antara skripsi

peneliti terdahulu ini dengan penulis adalah tidak menggunakan fatwa
Yusuf Qardhawi tentang Zakat Profesi.

% Siti Rohana, “Tata Kelola Pemberdayaan Zakat Segmen Pendidikan di Baituzzakah
Pertamina Asset 3 PT. Pertamina dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah”, Skripsi: (Mojokerto:
fakultas Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Majapahit 2014), 27.
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G. Kerangka Pemikiran
Zakat adalah satu bentuk ibadah individual bagi setiap muslim yang
memiliki posisi sangat penting. Strategis dan menentukan baik dilihat dari sisi
ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan. Sebagai salah satu
ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun dari rukun islam yang lima.
Disebut demikian karena perintah zakat bukan sekedar praktik ibadah yang
memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial.’’

Jika diklasifikasikan menurutgésis besarnya, zakat terbagi menjadi dua,

an antara lain:
Dokter, Arsitek;F A aln nal nishab, kadar dan
waktu mengeluarkan zakat pada giyas yang digunakan. Ada
beberapa giyas yang digunakan dalam perhitungan zakat profesi antara lain:**
1. Jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab, kadar dan waktu
mengeluarkanya sama dengannya, Nishabnya 85 gram emas, kadar zakatnya

2,5 persen dan waktu mengeluarkanya setahun sekali.

19 Hamid ath-Thahir Ahmad, Figih Sunnah Untuk Anak-anak, 33.
1 Muhammad Hadi, Problamatika Zakat Profesi dan Solusinya, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2010), 93.
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2. Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya 653 kg padi atau
gandum, kadar zakatnya sebesar 5 persen dan dikeluarkan pada saat

mendapatkan gaji atau penghasilan.

Sumber Primer:
a. MUI
Sumber/dasar hukum MUI untuk menetapkan hukum dasar zakat profesi

yaitu:

' :

A o

\ | P A
. X

ahwa aha Kayallagi Maha Terpuji.™®

12 http://mui.or.id diakses pada tanggal Selasa, 02 Desember 2020.

3'QS. Al-Bagarah (2): 267 Lihat Depag, Al-Qur’an (Bogor, Lembaga Percetakan Al-
Qur’an, 2003), 45.


http://mui.or.id/
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b. Yusuf Qardhawi
Sumber atau dasar hukum Yusuf Qardhawi untuk menetapkan dasar
hukum zakat ada di dalam al-Qur’an Surah al-Bagarah ayat 267 yang
berbunyi:**

e Eo3 15055 Y5 ST 03 o0 G T 2ed B oo e ol Tt Gl 30
LA 2 A G151 48 Tataedd O V) sy (idg Oghid

Artinya: Hai orang-orang yang

iman, nafkahkanlah (di jalan AIIah)

“Yusuf, Al-Qardhawi, Manajemen Zakat Kontemporer, 43.
> Q.S. Al-Baqarah (2): 267, Lihat Depag, Al-Qur’an, 45.
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Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat

digambarkan sebagai berikut:

Zakat Profesi

Pandangan MUI

Pandangan Yusuf Qardhawi

e

Ketentuan Zakat Profesi

Pandangan MUI

Pandangan Yusuf Qardhawi

Nishab Zakat Profesi

Pandangan MUI

Pemungutan Zakat Profesi

Pandangan Yusuf Qardhawi

Pandangan MUI

Pandangan Yusuf Qardhawi

Penyaluran Zakat Profesi

Pandangan MUI

A~ —

Orang yang berhak menerima Zakat Profesi

Pandangan Yusuf Qardhawi

Pandangan MUI

Pandangan Yusuf Qardhawi

Akan tetapi jika hasil profesi seseorang tidak mencukupi kebutuhan

hidup (diri dan keluarganya) ia lebih pantas menjadi mustahiq (penerima
zakat). Sedangkan jika hasilnya sekedar untuk menutupi kebutuhan hidupnya

atau lebih sedikit, ia belum juga terbebani kewajiban zakat. Kebutuhan hidup
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yang di maksud adalah kebutuhan pokok vyaitu pangan, sandang, papan,
pendidikan, kesehatan dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan
profesinya.

Zakat seperti dijelaskan Allah SWT dalam al-Qur’an surat at-Taubah
ayat 60 harus diberikan kepada delapan asnaf, yaitu fakir, miskin, amil,
muallaf, memerdekakan budak, orang yang puya hutang, ibnu sabil, dan
sabilillah.

A2

AT oo 35 e Wl B 33wt

Artinya: S

. Rumus zakat= (2,59
. Zakat yang ditunaikan adalah Rp. 125.000,00 dalam satu bulan.

ar gaji perbulan).

5 oW N e

Jika tak ingin Zakat Profesi dikeluarkan setiap bulan, kita dapat

mengakumulasinya dalam satu tahun, caranya adalah jumlah pendapatan gaji

16 Q.S. At-Taubah (9): 60, Lihat Depag, Al-Qur’an, 204.
" Muiz Abdul bin Nur dan Hidayat Arief, 103 Kesalahan dalam Berzakat dan Bersedekah,
(Jakarta: Basmallah, 2011), 21.
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berikut bonus dan lainya dikali satu tahun. Kemudian apabila hasilnya

mencapai nisab, selanjutnya dikalikan dengan kadar zakat 2,5%.
1. Jadi Rp. 5.000.000,00 x 12 = Rp. 6.000.000,00
2. Jumlah Zakatnya 2,5% x Rp. 6.000.000,00 = Rp. 1.5000.000,00
Jadi dalam satu tahun zakat profesi yang harus dikeluarkan sejumlah Rp.
1.500.000,00 dengan perhitungan Rp. 6.000.000,00 x 2,5% jumlah Rp.
6.000.000,00 dikalikan dengan satu tahun yakni 12 bulan. Jadi dari hasil yang

2. Sumber D3

a. Data Primer
Sumber data primer yaitu data yang paling utama selagi sumber

yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer
dalam penelitian ini yakni Fatwa MUI No. 3 tahun 2003 dengan ljtihad
Yusuf Qardhawi untuk mengetahui perbedaan dan persamaanya dalam

menentukan semua hal yang mencakup Zakat Profesi.
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b. Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh
orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.
Data teoritis ini diperoleh dari buku—buku bacaan, jurnal, ensiklopedi,
majalah, makalah, artikel yang berisi teori—teori yang berkaitan dengan
masalah yang diteliti yaitu tentang Zakat Profesi.

. Teknik Pengumpulan Data

dalam waktu

*nelitian  komparatif adalah sejenis
penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar sebab-
akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun
munculnya suatu fenomena tertentu”. Jadi penelitian komparatif adalah jenis
penelitian yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok atau lebih

dari suatu variabel tertentu.

'8 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research, (Bandung: Alumni, 1998), 78.
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I. Sistematika Penulisan
Skripsi ini terdiri lima bab yang masing—masing dibagi ke dalam
beberapa sub bab. Agar pembahasan dalam skripsi ini tidak keluar dari pokok
pikiran dan sistematika penulisan, maka penulis menggunakan sistematika
penulisan sebagai berikut:
BAB I Berisi mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

penelitian, manfaat pem@litian, penelitian terdahulu, kerangka

at profesi menurut

pandangan Mayjeli ama Indonesia (MUI) dengan Yusuf

Qardhawi yang meliputi, konsep zakat profesi menurut Yusuf
Qardhawi, konsep zakat profesi menurut Majelis Ulama Indonesia
(MUI), analisis komparatif mengenai persamaan dan perbedaan
zakat profesi secara konseptual menurut Yusuf Qardhawi dengan
Majelis Ulama Indonesia (MUI)

BAB YV  Berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.



